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RfNGKASAN PENELITIAN 

PERL UNGAN HUKUM BAG I PEMEGANG SURAT HIJAU Dl KOTA 
SUR A Y A ( Agus Sekannadji, Sri Winarsi, Tahull ~u(}.), 28 hafaman) 

Pennasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 'bagaimana pengatUran lzin , 
aian Tanah (Surat Hijau) dan perlindungan hukum bagi pemegang Surat Hijau di 
urabaya menurut perspektifhukum pertanaban nasional. 
Pendekatan yang digunakan daIam pen-=litian ini 'adalah pendekatan peraturan 

per g-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan kedua model 
pend katan tersebut, dalam penelitian ini akan ditakukan pengtcajian mendalam mengenai 
pera an perundang-lmdangan dibidang hukum agraria khususnya ten tang hale 
peng lolaan untuk dikaitkan dengan keberadaarl surat bijau d.i Kota Surabaya Bahan 
huku yang digUnakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hu.'< primer berupa Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan 
pela anaannya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para saIjana, 
hasil hasil penelitian dan jurnal ilmiah khususnya dibidang Hukum Agraria. Bahan 
h yang telah terkumpul diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum 
yang logis sistematis. 

Dari hasil' penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai 
pem gang Hale Pengelolaan memiliki wewenang untuk menyerahkan bagian-bagian 
tana tersebut kepada pihak ketiga. Pemberian Izirl Pemakaian Tanah yang didasarkan 
pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1997 tidak sesuai atau menyimpang dari 
pemi iran dasar atau konsep hukum pertanahan nasional atau agraria. Artinya pemberian 
Izin emakaian Tanah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaleu. 
Men rut konsep' hukum pertanahan nasional, penyerahan penggunaan tanab yang 
bers tus Hak Pengelolaan terIebih dahulu hams dilakukan dengan perjanjian tertulis 
anta pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Tujuan diadakannya perjanjian 
tertu is ini adalah guna mendapntkan hak atas tanah. Sedangkan pemberian Izin 
rem kaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pihak ketiga tidak didasarkan 
pada perjanj ian penyerahan penggunaan tanah sehingga Pemerintah Kota Surabaya dapat 
mel, ukan tinciakan hukum secara sepihak terhadap pihak ketiga. Pemberian Izin 
Pem kaian Tanah (Surat Hijau) tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak 
keti terhadap status kepemilikannya.( L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
Sum er bhya: DIPA. SK Rek10r Nomor: 4683/J03IPPi2005. Tanggal 4 JuIi 2005) 
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1. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

kepada Bangsa lndonesin. Oleh karena itu, sudah sewajamya apabila kita mengelola . 

tanah dengsn sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran 

rakyat scbagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Dengan proklamasi kemerdekaan pad.a tanggal 17 Agustus 1945, Pernerintah 

Bclanda dihapuskan dari Bumi lndoncsia dan terbentuklah suatu bangsa dan negara 

yang berdaulat yaitu Ncgara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya sejak snat itu 

tcrhapus pula scgnla peraturan hukum kolonial tennasuk Hukum Agraria dan 

dirombak dan diganti dengan hukum nasional. 

Pcmbangunan dan penguasaan tanah harus merupakan pembangunan 

bcrkclanjutan yang bcrwawasal'1 lingkungan hidup yaitu pembangunan sceara sadar 

dan tcrencana yarlg memadukan lingkungan hidup tennasuk sumber daya ke dalam 

proses pembangunan untuk mcnjamin kernampuan, kesejahteraan dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa de~n. 

Di datam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Unds.ng-Undang Dasar 1945 dinyatakan 

bahwa ""Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasa i oleh 

negara deon dipcrgunakan untuk ~ebesar-besamya kemakrnuran rakyat". Hak 

l1cngunsai dari ncgara bukan bcrarti tanah itu harus dimiliki olch negara tetapi 

lemberikan wewenang kepada negara sebagaimana yang diatur dalam Undang­

ndang Nomor 5 tahun 1960 (LN 1960-104, TLN-2043) tentang Peraturan Dasar 

okok-pokok Agraria (UUPA). Oalam UUPA diatur mengenai konsep hubungan 

ntara tanah dengan negara yang sangat berbeda dengs.n yang diatur dalam Agrarisch 

esltd (Sfh.1870 Nomor 118). Agrarisch Bes/uil ini sebagai pelaksanaan Icbili lanjllt 

Igrarisch Wei (Sfh.1870 Nomor 55). Mcnurut ketentuan Agrarisch Bes/ui/, hubungan 

ntara negara dengan tanahnya merupakan hubungan kepemilikan. Pola hubungan 

emaeam ini dilukukan dengan dalam domain verklariflg yang pada prinsipnya 

M 1 L I K 
0F'"! ~ ·Al~ . 
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menyatakan hahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya akan 

menjadi milik negara. Domain verklaring ini terutama ditujukan terhadap tanah-tanah 

yang dikuasai oleh hukum adat yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara 

tertulis. Dengan demikian Pemerintah Hindia Belanda mempunyai alasan yuridis 

untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah yang berasal dari hukum adat. 

Menurut UUP A hubungan negara drn tanahnya tidak lagi merupakan 

hubungan kepemilikan tetapi merupakan hubullgan penguasaan. Pola hubungan 

semaC8Dl ini didasarkan pada Pasal33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

"bumi,air dan kekayaan alam yang terkandUn8 didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunak3D sebesar-besamya kemakmuran.rakyat. n 

Pola hubungan antala negara dengan tanabnya yang bersifat penguasaan ini 

memberikan wewenang kepada negara seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUP A menyatakan bahwa Hak Menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada 

hak bangsa Indonesia atas ta&1ah yang pada hakekatnya merupakan penugasan 

pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas 

mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh 

bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai 

pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan 

kepada negara RepubIik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

lsi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana dimuat 

dalam pasal 2 ayat (2) UUP A acalah 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, JY!nggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan tanah~ 

b. mencntukan den mengatur hubungan-hubungan hukum antam orang-orang 

dengan t/lnsh; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-c.rang dan 

perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. 

Tujuan hak menguasai dan negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) 

UUPA yaitu untuk mencapai sebesar-besamya kemakmuran rnkyat, dalam arti 

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat. adil dan makmur. 

2 
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Peiaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau 

dilimpabkan kepada daerclh-daerah Swatantra( pemerintah daerah) dan masyarakat­

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan ticlak bertentangan dengan 

kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah ( Pasa! 2 

ayat (4» UUP A. Pelimpahan pelaksanaan sebagian kew~nangan negara terse~ut dapat 

juga diberikan kepada badan otorita. pel'1lSahaan negara dan perusahaan daerah', 

dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hale Pengelolaan (HPL). I 

Sedangkan Penjelasan Umum angka II Nomor 2 UUP A menyatakan 

" ........ negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan 

hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, 

Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada 

sesuatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk 

dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

Khusus mengenai Hak Pengelolaan (HPL), pemegangnya memiliki wewenang 

menyerahkan bagian-bagian tanah Hale Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga 

sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. 

Berkaitan dengan HPL. Pemerintah Kota Surabaya memiliki ratusan ribu 

hektar HPL. Dalam hal ini • Pemkot Surabaya sebagai subyek hukum atau pemegang 

HPL memiliki wewenang menyerahkan bagian-bagian tanah HPL tersebut kepada 

pihak ketign sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Bentuk penyerahan 

penggunaan tanah diatas tanah HPL kepada pihak ketiga secara tersirat terdapat 

dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah atau Perda Tingkat n Surabaya Nomor 11 

ahun 1995 tentang Pembentukan Susunana Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

engelolaan Tanah dan Rumah yang mengatur 2 (dua) macam bentuk penyerahan 

enggunaan tan2h kepada pihak ketiga yaitu : 

Menyerahkan penggunaan tanah dengan hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan 

(HGB) 

Meny~rahkQtl penggunaan t80ah deng80 memberik80 Izin PemakaillJl Tanah 

husus mengenai mekanisme penyerah80 penggunaan bagian-bagian tanah HPL 

engan Izin Pemakaian Tanah atau yang Jebih dikenal dengan istilah Surat Hijau 

1 Uri Santoso. Hukllm Agrar/tf tim, Hak-hak Alas Tana" ,Kencana. Jakana, 200S, hal. 79. 
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kepada pibak ketiga diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya 

Nomor 1 Tahun 1997 tentang (zin Pemakaian Tanah. 

Para pemegang Surat Hijau menghendaki agar bak atas tanahnya dapat ditingkatkan 

menjadi Hak Milik atau setidak-tidaknya HGB. Hal itu merupakan fenomena sosial 

yang wajar dan lumrah. Namun berdasarkan perspektif hukum perJu dilakukan kajian 

normalif, apakah keinginan para pemegang Surat Hijau tersebut dapat diwujudkan 
ataukah tidak. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas nlaka dapat ditarik rumusan pennasalaban 

yaitu, bagaimana pengaturan bin Pemakaian Tanah (Surat Bijau) daft 

perlindungan bukum bagi pemegang Surat Hijau Di Kota Surabaya menurut 
perspektif hukum pertanahan nasional? 
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BAnn 
TINJAUAN PUSTAKA 

Dasar pemberian hak atas tanah dapat ditelusuri dari sumbemya yaitu Pasal 4 ayat (2) 

jo Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam Pasal 4 ay~t (2) UUPA disebutkan bahwa atas 

dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aynt (2) . 

UUP A ditentukan adanya macam-macam hale atas permukaan bumi,yang disebut 

tanab yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri­

sendiri maupun bersama-bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak­

hak atas tanab ini memberikan wewenan~ untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan ........ dst Macam-macam hak atas tanah yang dimaksud adalah 

sebagaimana dimuat dalam Pasal16 ayat(l) UUPAyaitu: 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaba 

Hak Guna Bangunan 

. HakPakai 

HakSewa 

Hak Membuka Tanah 

. Hale l"femungut Hasil Hutan 

Hak-hak lain yang tidak tennasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam PasaI 53. 

ak-hak atas tanah tersebut di atas dapat rlikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

Hak ares tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanab yang keberadaannya tetap 

diakui dan tidak akan dihapus. Yang tennasuk hak atas tanah yang bersifat tetap 

ini adalah hak-hak yang disebutkan pada huruf a sampai g. 

Hak ata3 mnah yang bersifat sementara adalah hak atas tanab yang keberadaanya 

pada waktu tertentu akan dihapus, mengingat hak tersebut mengandung unsur 

pemerasan. Hak semacam ini dapat dilihat dalam Pasal 53 UUP A yaitu hak usaha 

bagl hasil, gadai tanah pertanian, hak menumpang dan hak sewa atas tanah 

pertanian. 
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Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan 

semacam ini akan memberikan peluang bagi munculnya hale atas tanab baru yang 

cukup diatur dalam peraturan tersendiri taopa mengubah UUP A. 

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pengertian atau istilah Hak 

Pengeioiaan (HPL) secara eksplisit tidak tercantum dalam UUPA. Ini berarti, 

UUP A tidak mengatur secara tegas kedudukan hukum Hak Pengelolaan. Hanya 

dalam Penjelasan Umum II angka 2 bahwa negara dapat memberikan tanah 

kepada sese orang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan 

keperluannya misalnya Hak Milik, Hak Gunll Usah~ Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa 

(departemen, jawatan. atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

Istilah HPL mulai dimuat secara ek,plisit sejak k~luarnya Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 9 Tabun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak 

Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan 

SeIanjutnya. Nama HPL berasal dari istiIah Bahasa Belanda yaitu beheersrecht 

yang diterjemahkan dengan hale penguasaan. Hak penguasaan ini dimiliki oleh 

instansi pemerintah, jawatan atau departemen.2 

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara 

AgrariaIKepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dinyatakan bahwa HPL adalah hak 

menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian dilimpahkan 

kepada pemegangnya, sehlngga dengan demikian HPL bukan hak atas tanah 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUP A. HPL merupakan 

"gempilan" hak menguasai dari negara.· Gempilan atau "sebagian dari suatu 

keutuhan" dalam pengertian HPL dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan 

kewenangan oleh pemegang HPL bukan berarti menghilangkan kewenangan hak 

menguasai dari negara yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya kewenangan 

pemegang HPL berada di bawah subordinasi (tetap menjadi bagian) dari hak 

2 Effen i Perangin, Hukum Agrarla Di Indollesia Sua/II Te/aah Dor; Sudut Pallriang Praktisi Hukum. Raja 
rafindo persada. lakarta.1994. hal. 311. 
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menguasai negara yang dilakukan oleh pemerintah dan karenanya pemegang HPL 

tetap harus tunduk pada segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menurut Ketentuan Pasal 67 Permen Agraria I Kepala BPN Nomor 9 
Tahun 1999, HPL diberikan kepada: 

a. Instansi Pemerintah tennasuk Pemerintah Daerah 

b. BUMN 

c. PT.Persero 

d. Badan Otorita dan 

e. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah 

HPL merupakan gempilan hak menguasai dari negara maka hanya tanah 

negara yang dapat diberikan dengan hak pengelolaan. HPL dapat terjadi melalui 2 

macam proses yaitu konversi dari hak yang lama dan penetapan pemerintah. 
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BABUI 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.' ujuRn Pcnelitian 

a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Surat Hijau 

b. Untuk mengetahui pengaturan Surat Hijau dan perlindungan hukum bagi 

pemegang Surat Hijau di Kota Surabaya dax: kemuDgkinan peningkatan hak bagi 

pemegang Surat Hijau. 

2. anfaat Penelitian 

a. Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan agraria berkaitan 
dengan penataan HPL. 

b. Dapat mcnemukan permasalahan-permasalahan yuridis dan teknis beserta solusi 

yang berkaitan dengan HPL junto Surat Hijau. 
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• Pendekatan Masalab 

BABIV 

METODE PENELITIAN 

Pemilihan metode penelitian ini dibaWsi oIeh perumusan masalah, obyek 

yang diteliti dan tradisi keilmuaan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian . 

nonnatif dan didukung aspek empiris. Tumpuan penelitian-inLdiawali dengan 

identifikasi ketentuan-ketentuan dahlm hukwn positif di bidang pertanahan yang 

secara nonnatif mengatur tentang Surat Hijau. 

Pemilihan pendekatan normatif karena pemberian Surat Hijau dari 

Pemerintah Kota Surabaya diatur secara khusus oleh peraturan perundang­

undangan yang relevan dengan suatu pendekatan dari sudut Hukum Agararia dan 

Hukum Administrasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan historis karena dilakukan dengan mengiventarisasi 

hukum positif yang pemah dan masih berlaku daIam proses pemberian Surat 

Hijau oIeh Pemerintah Kota Surabaya. 

BabanHukum 

Obyek penelitian yang dimaksud di atas adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder, yang merupakan ciri suatu penelitian hukum normatif. Hal 

itu sesuai dengan tugas ilmu hukum dogmatiJ.: (normatif) yang melakukan 

pengkajian secara deskriptif analitik, yaitu dengan melakukan pemaparan. 

penelaa han, pensistematisasian, penginterpretasian dan pengevaluasian hukum 

positif yang berJaku. dalam hal ini, bagi Izin Pemakaian Tanah ( Surat Hijau ) di 

Kota Surabaya,. 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum nonnatif 

adalah penelitian yang dilakukan dengan cam menelusuri bahan hukum primer 

yakni yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ordonasi, 

Kenutusan Menteri, Peratumn Menteri dan sebagainya. 

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

iiteratur atau buku-buku ilmiah hukum yang diterbitkan, karya ilmiah para 
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sarJana, hasl' iaporan penelitiart, kamus. ensiklopedia, jumal-jumal ilmiah yang 
menyangkut hidang periananan. . 
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BABV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaturan Hak Pengelolaan (HPL) 

Dasar pemberian hak dapat ditelusuri dari sumhemya yaitu Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 

16 ayat( 1) UUP A. Dalam Pasa1 4 ayat (2) UUP A disebutkan bahwa atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUP A 

ditentukan adanya macam-macam hak atas pemlukaan bumi,yang disebut tanah yang 

apat diberikan kepada dan dipunyai oleh ~rang-orang, baik sendiri-sendiri maupun 

ersama-bersama dengan orang lain serta bJldan-badan-hukum;-Hak-hak atas tanah 

ni memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan ........ dst. 

dapun macam-macam hak atas tanab yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat 

lam Pasal16nyat(1) UUPA yaitu: 

Hak Milik 

Hak Guna Usaha 

Hale Guna Bangunan 

HakPakai 

Hak Sewa 

Hak Membuka Tanah 

Hak Memungut Hasil Hutan 

h Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan 

ditetapkan dengan Undang-Undang serta haIe-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. 

H -hale atas tanah tersebut diatas dapat dikelompokkaL menjadi tiga yaitu : 

1. Hak atas tacab yang bersifat tetap yaitu hak atas tanab yang keberadaannya tetap 

diakui dan tidak akan dibapus. Yang tennasuk hak atas tanah yang bersifat tetap 

ini adaJah hak-hak yang disebutkan pada huruf a sampai g. 

2. Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang keberadaanya 

pada waktu tertentu aksn dihapus, mengingat hak tersebut mengandung unsur 

pemerasan • Hak semacam ini dapat diHhat dalarn Pasal 53 UUPA yaitu hak usaha 
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• 

bagl ha:; li , gadai tanah pcrtaman, hnk menuTllpang dan hak sewa atas Inllah 

pertanian. 

Hak alas tanah yang akan ditetapkan dcngan Undang-undang. Pengaturan 

scmacam ini akan mcmbcrikan peluang bagi munculnya hak atas tanah baru yang 

c~kup diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengubah UlJPA. 

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pcngertian atau istilah Hak 

Pcngelolaan (HPL) sccara eksplisit tidak tercantum dalam UUPA. Ioi bcrarti, 

UUP A tidnk mengatur sccara tegas kcdudukan hukum Hak Pengclolaan. Hanya 

dalam Pcnjclasan Umum II angka 2 bahwa negara dapat mernbcrikan (anah 

kcpada scseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukkan dan 

kcperluannya misalnya Hak Milik , '-Iak Guoa Usaha. Hak GUlla Bangunz.n atau 

I-fak Pakai atau rnembcrikannya dalam pengclolaan kcpada suatu badan penguasa 

(departc:nen, jawatan, atau daerah swatantm) untuk dipergunakan bagi 

pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

Istilah Hak Pengelolaan (HPL) mulai dimuat seearn eksplisit sejak 

ke luarnya Peraturan Menteri Agraria No:nor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Penguasaan Atas T~nah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang 

Kebijaksanaan Selanjutnya. Dalam perkembangannya. Hak pengelolaan semakin 

diakui eksistensinya dengan diatumya hak terse but dalam berbagai peratutan 

perundang-undangan yang setidak-tidaknya menyebut istil ah pengdoJaan. 

Pcraturan-pcraturan yang dikeluarkan st:belum tahun 1996 pada wnumnya 

menyebutkan bahwa hak pcngelolaan merupakan hak atas tanah, sedangkan 

peraturan-peratunm yang keluar Tahun 1996 dan sampai pada saat ini 

mcnycbutkan bahwa hak pengelolaan adalah hak rnenguasai dan Negara yang 

kewenangan pclaksanaannya sebagian dilimpahkan kcpada pemegangnya. 

Padahal anta ra hak menguasai dan Negarn dan hak atas tanah merupakan dun hal 

yang cerbeda. Dalam Pasal 2 Pennendagri Nomor I tahun 1977 disebutkan bahwa 

pernegang hak pC!1geloJoan dapat mcmberikan bagian dari lanah hak pengeJoJaan 

kepada pihak ketiga deng.n Hak Milik. Hak GWla Bangunan dan H.k Pak.i Atas 

Tanah. Meskipun Pemlcndagri Nomor I Tahun 1977 tcrscbut telah dieabut 

dcngan keluamya Peratnran Mcnteri :'\grarialKepaJa BPN Nomor 9 Tahun 1999 

MIL I K 
PERPl. '""TAKA;, I ' 

I UNIVERSUAS AIRLANOOA. 

I SU{A""YA_--, 
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namun substansl dari pennendagri tersebut belum ada yang mengganti atau 

meptbah. 

Nama Hak Pengelolaan berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu 

helreersrecht yang ditetjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasaan ini 

dimiliki oleh instansi pemerintah,jawatan atau departemen yang di dalamnya.
3 

Sebagaimana diketahui bahwa istilah Hak Pengelol~ (HPL) tidak 

diketemukan di dalam UUP A. Dari hasil inventarisasi: ditemukan peraturan 

perundang-undangan yang menyebutkan istilah Hak Pengelolaan (HPL), sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun,1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 

Negara 

2. Peraturan Menteri Agraraia Nomor 9 Tabun 1965 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hale Penguasaan Atasa Tanab Negara dan Ketentuan-Ketentuan 

tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. 

3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tabun 1966 tentang Pendaftaran Hak 

Pakai dan Hak Pengeloiaan. 

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 6 Tabun 1972 tentang Pelimpahan 

Wewcnang Pemberian Hak Atas Tanah. 

5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan­

ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanab 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tabun 1973 tentang 

daerah Industri Pulau Batam. 

7. Peratumn Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tabun 1974 tentang Ketentuan­

Ketentllan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanab Untuk Keperluan 

Perusahaan. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara 

Pennohonan dan Penyele~aian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian Tanah Hak 

Pengelolaan . 

3 Effen i Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia Suahl Te/aah Dari Slldllt Pandang Praktisi Hukum. Raja 
Grafin 0 perseda. Jakarta.1994. hal. 311. 
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iJ. Keputusan Menten Dalarn Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan 

dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam 

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentangRumah Susun. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 1.4 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

13. Perclturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

pendayagunaan Tanah Terlantar. 

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan. 

15. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara. 

16. Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hal<: Atas 

Tanah Negara 

17. Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepaia BPN Nomor 9 Tabun 1999 tentang 

Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hale 

Pengeloiaan. 

18. Keputusan Menteri Negara AgrariaIKepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 

tentang Pcmberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana 

(RSS) dan Rumah Sederhana (RS). 

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara 

AgrariaIKepala BPN Nomor 9 Tabun 1999, dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan 

adalah hal<: menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya, sehingga den~ demikian Hak Pengelolaan 

bukan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 16 UUP A Hak 

Pengelolaan merupakan "gempilan" hak menguasai dari negara. Gempilan atau 

sebagian dalatn pengertian Hak Pengelolaan dapat ditafsirkan bahwa pelaksanaan 

kewenangan oIeh pemegang Hak Pengelolaan bukan berarti menghilangkan 

ewenangan hak menguasai dari negara yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya 
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kewenangan pemegang Hak Pengelolaan beradadi bawah subordinasi (tetap 

menjadi bagian) dati hak menguasai negara yang dilakukan oleh pemerintah dan 

karenanya pemegang Hak Pengelolaan tetap harus tunduk pada segal a peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menurut Ketentuan Pasal 67 Permen Agraria I Kepala BPN Nomor 9 

Tahun 1999. Hak pengelolaan diberikan kepada: 

a. Instansi Pemerintab termasuk Pemerintab Daerab 

b. BUMN 

c. PT.Persero 

d. Badan Otorita dan 

e. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah 

Sp,perti diketahui Hale Pengelolaan merupakan gempilan hak menguasai 

dati negara maka hanya tanab negara yang dapat diberikan den~ hak 

pengelolaan.Hak Pengelolaan dapat teIjadi melalui 2 macam proses yaitu konversi 

dati hak yang lama dan penetapan pemerintah. 

Pemberian Hak Pengelolaan atau hak atas tanah yang lain harus dilakukan 

oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Permen Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 dinyatakan pejabat yang 

berwenang adalah Kepala Kantor Pertanaban Wilayah Provinsi atau Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Sebelum berlakunya Permen AgraTia 

Nomor 3 Tahunl999 ini pelimpahan pemberian bak atas tanah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tabun 1972 yaitu dilakukan oIeh 

Gubemm-lBupatiIWalikota sebagai wakH pemerintab. Penunjukan Kepala Kantor 

Pertanahan WiJayah Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau 

Kota sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah it'l patut 

dipahami,mengingat BPN adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dan hal ini 

dinyatakan seeara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Kewenangan. Susunan Organisasi dan 

TatakeJja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telab diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005.Didalam ketentuan tersebut dinyatakan 
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bahwa BPN mem[Junyai tugas melakf.anakan pemerintahan di hidang pertanahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka BPN 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya 

b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro 

c. Pen~tapan sistem informasi dibidangnya 

d. l'enetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi lembaga 

profesionaVahli serta persyaratan jabatan dibidangnya 

e. Penetapan kerangka dasar kadastral nasional dan pelaksanaan pengukuran 

kerangka dasar kadastral orde I dan II 

f. Penetapan standart administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan 

pertanahan 

g. Sedangkan wewenang BPN lainnya adalah : 

I. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu dibidang pertanahan 

2. Merumuskan standart penyediaan,peruntukkan, penggunaan,pemanfaatan 

dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya 

3. Merumuskan standart tata Iaksana pelayanan pertanahan, alat bukti 

kepemiIikan dan penguasaan hak atas tanah 

4. Menetapkan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubaban fungsi 11I3Ilg 

kawasan 

Berdasarkan fungsi dan wewenang BPN tersebut di atas, jelas bahwa 

BPN kepanjangantangan dari pemerintah, yang mempunyai kewenangan 

membuat peraturan-peraturan hukum secam nasional dibidang pertanahan dan 

tentunya peraturan hukum tersebut wajib ditaati oleh pemegang hak pengelolaan. 

Lebih Ianjut tentang tatacara pemberian hak pengelolaan diatur dalam Bab 

III Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara AgrariaIKepala 

BPN Nomor 9 Tabun 1999 . Dengan berlcJcunya Peraturan ini maka Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tabun 1973 dan Peraturan Menteri DaJam 

Negeri NomOi 1 tabun 1977 dinyatakan tidak berlaku. 
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pacta prinsipnya mural/.~ mutandis dengan permohonan pemberian hak 

atas tanah, hanya berkaitan dengan alas haknya adalah perjanjian tertulis antam 

pemegang hak pengelolaan dengar. pihak kc tiga yang isinya memuat4: 

I. Identitas pihak-pihak yang bcrsangkutan 

2. letak, batas dan luas tanah yang hersangkutan 

:3. jenis penggunaannya 

4. hak alas tanah yang diminta dan jangka waktunya 

5. jcnis bangunan yang akan didirikan dan ketentua kepemilikannya setelah 

jangka waktu haknya berakhir 

6. Syarat lain yang dipandang perlu 

Pada dasamya setiap pernberian hak atas tanah negara dikenalran uang 

pemasukan kepada negara. Hal ini juga berlaku terhadap Hak Pengelolaan dan ini 

merupakan wujud adanya pengakuan (recognitie) atas hak menguasai dari negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUP A. 

3. Kewenangan Pemerintah Kota (Pcmklt) Surabaya Sebagai Pemegang Hak 

Pengelolean Dalam Menyerahknn Penggunaan Tanah Yang Dikuasainya 

Kepada Pihak Ketiga. 

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya· 

terhadap tanah pada masa sekarang ini, seIain juga untuk mendapatkan penambahan 

dari Pendapatan AsH Daerah (PAD), maka Pemerintah Kota Surabaya menggunaan 

nah tersebut uiltuk kepentingan instansinya sendiri. diserahkan penggunaan tanah­

anah yang dikuasainya itu kepada pihak ketiga dengan tujuan dapat digunakan sesuai 

engan peruntukkan. Dalam memberikan penyerahan penggunaan tanah kepada pihak 

etiga, Pemkot Surabaya membentuk Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah sebagai 

entuk kinerja Pemkot Surabaya dalam hal pengelo]aan tanah-t~nah yang dikuasai 

emerintah Kota Surabaya. Pembentukan Dinas ini yang hingga kini diatur didalam 

eraluran Daerah Kota Surabaya Nomor 1 I Tahun 1995 tentang Pembentukan, 

4 Ge e Aryuda (Kepala Kantor Pertanahan KOla Surabaya), makalah Praktek Pembcrian Hak atas Tanah 
Yang Berasal Dari TlInah Hale Pcngelolaan. 'Iisampaiknn pada Seminar yang diadakan Unit Kajian 
Hukum Agraria FH Unnir. SurabAya 24-07-2004 
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:"'USlman Organisasi dan Tata Kerja Di!1as Penge)ola Tanah dan Rumah Kota 

Surabaya. 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor II Tahun 1995, 

ugas pokok Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya meiiputi : 

Melaksanakan pengadaan, pengelolaan tanah. rumah dan bangullan lain milik atau 

yang dikuasai pemerintah daerah untuk kebutuhan pemerintah daerah dan 

masyarakat, 

M""ngnsahakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penguasaan atas tanah, rumah dan bangunan lain yang dikelola oleh pemerintah 

daerah termasuk pelepasan, menerima' penyerahan, penukaran, penyelesaian 

pengajuan hak pengelolaan atas tanah, pemberian ijin. membantu penyelesaian 

pemberian Hak Guna Bangunan (HOB) diatns Hak Pengelolaan serta memungut 

retribusi dan pungutan lain yang sah atas tallah, rumah dan bangunan lain yang 

dipakai oleh pihak ketiga, 

Memelihara atau mengawasi tanah, rumah dan bangunan lain, haik yang 

dipergunakan p~merintah daerah maupun dipergunakan oleh pihak ketiga. 

idalam tugas pokok Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya di atas, 

t rdapat ketentuan terkait dengan penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga, 

itu penyeiesaian pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengeloiaan 

n pemberian Izin Pemakaian Atas Tanah. 

Dalam ha~ ini mekanisme penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga 

o eh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan: 

Pemberian Hak Guna BafJgunan di atas Hak Pengelolaan 

2 Pemberian Izin Pemakaian Tanah 

tuk mekanisme penyerahan penggunaan tanah kepada pihak ketiga ini diatur di 

d lam produk huklun dari Pemerintah Kota Surabaya yaitu:5 

1. Untuk pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah dengan 

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tata Cara 

'Cahy Nugroho, Pemberian Izin Pemakaian Tanah Oleh Pemerintah Kota Surabaya. Skripsi, Fakultlls 
Huku Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hal 43 
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iviendapatkan Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah 

Kota Surabaya, 

2. Sedangkan untuk pemberian izin pemakaian tanah diatur didalam Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan 

Tata (;ara Penyelesaiannya diatur daram Keputusan Wahkota Surabaya Nomor I 

Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah. 

Izin Pemakaian Tanah ( Sural Hijau ) sebagai instrwnen hukum bagi pihak 

ketiga guna memakai atau mempergunakan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan 

yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pejabat yang berwenang menerbitkan 

Izin Pemakaian Tanah adalllh KepaJa Binas PengeJoJaan Tanah dan Rumah 

Pemerintah Kota Surabaya yang bertindak atas nama Walikota Surabaya. 

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda Tingkat II Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 

1997, terdapat 3 (tiga)jenis Izin Pemakaian Tanah yaitu; 

I. Izin Pemakaian Tanab janglea pendek yang berlaku selama 2 tabun 

Izin Pemakaian Tanahjangka menengah yang berlaku selama 5 tahun 

Izin Pemakaian Tanah jangka p~njimg yang berlaku selama 20 tahun 

enerbitan Izin Pemakaian Tanab terbagi dalam J (tiga) kategori yaitu : 

Kategori peresmian yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang sebelumnya 

tidak pernah diterbitkan izin 

. Kategori perpanj;mgan yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang baru guna 

menggantikan Izin Pemakaian Tanah yang masa berlakunya sudah habis. 

Kategori pengalihan hak, yaitu penerbitan Izin Pemakaian Tanah yang baru 

sebagai akibat terjadinya peralihan hak karena jual beIi, hibah atau warisan. 

yarat-syarat untuk memperoleh Izin Pemakaian Tanah diperlukan sebagai berikut: 

ategori peresmian: 

I Surat penunjukan pemakaian tanah 

2 Surat pemyataan kepemilikan bangunan 

3 satu (1) lembar foto copy KSKlKTP 

4 em pat (4) lembar pas foto 3x4 

5 Slltu (1) lembar foto copy PBB 

6. Folo copy hasil penelitian Dinas Tata Kota 
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Kategori I)Crpanjangan: 

1. AsH Surat Izin Pemakaian Tanah yal1J lama 

2. AsIi dan foto copy tanda pembayaran retribusi tahun terakhir 

3. satll (I) lembar foto copy KTP 

dua(2) lembar pas foto 3x4 

Asli dan foto copy 1MB 

AsH dan foto copy hasil penelitian Dinas Tata Kota 

toto copy PBB 

tegori Peralihan Bak: 

Asli Izin Pemakaian Tanah 

Asli dan foto copy tanda pembayaran retribusi tanah tahun terakhir 

satu (1) lembar foto copy KSKlKTP 

dua(2) lembar foto 3x4 

AsH dan fotocopy IMB 

Akta Notaris yang asH 

Perietapan waris dari pengadilan nege,il pengadilan agama, Lurah atau Camat asli 

dan fotocopy dilegalisir 

Asli dan fotocopy hasil penelitian dari Dinas Tata Kota 

Foto copy PBB/SPPT 

osedur atau rnekanisrne pemberian Ilin Pemakaian Tanah baik peresmian, 

p rpanjangan maupun peralihan hak pada dasamya sarna yaitu: 

a Pernohon mengajukan surat pennohonan kepada Walikota Surabaya rnelalui 

KepaJa Dinas PengeJolaan Tanah dan Rumah 

b Surat permohonan beserta berkas persyaratan diterima oleh sub bagian :ata 

Usaha untuk diperiksa keJengkapan syaratnya 

c. Apabila berkas yang diajukan tidak rnemenuhi persyaratan maka akan 

dikembalikan Icepada pemohon dan apabiJa memenuhi persyaratan mnka ~kan 

disampaikan kepada seksi pendataan dan pengadaan untuk diteliti status tanahnya 

dan didata dalam peta dasar 

20 

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Laporan Penelilitian Perlindungan hukum bagi ... Agus Sekarmadji



d. Apabila tidak ada permasaiahan, kemudiar. bcrkas pelmohonan dlsampaikan 

kepada scksi pengelolaan untuk diberikan gambar situasi serta menetapkan 

besarnya retribusi 

e. Setelah berkas permohonan dilengkapi dengan gambar situasi dan tanda bukti 

::>embayaran retribusi, kemudia!1 berkas pcmohon tersebut disampaikan kembali 

kepada sub bagian tata usaha untuk dibuatkan rancangan surat izin Walikota 

f. Setelah rancangan surat izin walikota dibuat, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah 

Jan Rumah menyampaikan kepada sekretaris walikota untuk ditandatangani 

g. Setel~h rancangan surat izin ditandatangani o)eh sekretaris walikota, kutipan Surat 

Izin Pemakaian Tanah( Surat Hijau) tersebut ditandatangani oleh KepaJa Dinas 

Pengclolaan Tanah dan Rumah yang bcrtindak selaku atas nama Walikota 

Surabaya, diberikan kepada sub bagian Tata Usaha untuk diserahkan kepada 

pemohon. 

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Su.'pt Hijau Di Kota Surabaya Mellurut 

Penpektif Hukum Pertanaban Nasional 

Oidalam PasaI 2 Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 

menyebutkan bahwa bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan yang diberikan kepada 

Pemerintah Oaerah, Lembaga, Instansi dan amu badan hukwn (milik pemerintah)· 

untuk pembangunan wilayah pennukiman dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan 

diusulkan kepada Menteri Oalam Negeri atau Gubemur KepaJa Daerah yang 

ersangkutan urituk diberikan dengan Hak ~1i1ik. Hak Guna Bangunan, atau Hak 

akai. sesuai dengan rencar.a peruntukan dan penggunaan tanah yang telah 

. persiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. 

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 1 Tabun 1977 

lenyatakan bahwa hubungan hukum antara lembaga, instansi, da~ atau badan hukum 

milik) pemerintah pemegang Hak Pengelolaan, yang didirikan atau ditunjuk untuk 

enyelenggarakan penyediaan tanah untuk berbagai jenis kegiatan yang tennasuk 

alam bidang pembangunan permukiman dalam bentukperusahaan • dengan tanah 

ak Peng~lolaan yang telah diberikan kepadanya, tidak menjadi hapus de"lgan 

21 

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Laporan Penelilitian Perlindungan hukum bagi ... Agus Sekarmadji



didafiarkannya hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan ini k~pada Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. 

A tas dasar ketentuan Pasal 5 tcrsebut lt1uka dupat ditafsirkan bahwa hak-hn~ 

ang dibcrikan kepada pihak kctiga tcrscbut adaiah suatu hak yang jangka \Vaklunya 

terbatas. Dengan adanya pembatasan waktu maka apabila jangka waktu yang tdah 

iberikan kepada pihak ketiga itu teluh habis, maka bagian-bagian dari tanah Hak 

engelolaan tadi akan kembali dibawah kekuasaan pemegang Hak Pengelolaan. 

engan penafsiran yang demikian maka yang dapat diberikan kepada pihak ketiga 

anyalah dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

Pada tanggal 14 Oktober 1999 telah dikeluarkannya Pemturan Menteri 

egara Agrarial Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 

embatalan Hak Atas Tanah Negaru dan Hak Pengelolaan. Dengan keluarnya 

eraturan tersebut maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 

entang Tata Cara Permohona'l dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian 

anah Hak Pengeloiaan dan Penyeiesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah 

ak Pengelolaan serta Pendaftara~ dinyatakan tidak berlaku. Walaupun secara tegas 

encabut Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1977. namun Peraturan 

enteri Negara Agraria I Kepala BPN Nomor 9 Tahun 199~ tersebut tidak mengatur 

ntang bagaimana pennohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian tanah 

ak Pengclolaan. Menurut Boedi Harsono. meskipun Peraturan Menteri Datrun 

egeri Nomor 1 Tahun 1977 telah dicabut, namun masih dapat dijadikan aeuan 

arena apa yang diatumyabelum ada peraturan lain yangmengaturnya. Dengan 

ikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria IKepala BPN Nomor 9 Tahun 

999 justru semakin mengacaukan kita dalam pemahaman mengenai pemberian hak 

as bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga. 

Hal ini nampak dati ketentuan Pasal 1 angka 8 yang m~nyebutkan bahwa 

mberian hak atas tanah adalah penetapan pemeTintah yang memberikan suatu hak 

as tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak. perubahan hak 

t rmasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan. 

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkar. bahwa pemberian hak meHputi 

ak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak Pengelo)aan. 
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Dari Ketentuan kedua pasal tcrsebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa 

pemberian bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga itu dapat diberikan 

engan Hak Milik. Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan. Hak Pakai dan Hak 

engelolaan. 

Dj Kota Surabaya berkaitan dengal1 Hak Pengelolaan, Pemerinhlh Kola 

urabaya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga baik perorangan maupull 

adan hukum untuk menempati atau memakai tanah Hak Pengcioiaan melalui Ijin 

emakaian Tanah dengan dibcbani kewajiban untuk membayar uang retribusi dalam 

angka waktu te11entu. Dasar Izin Pemakaian Tanah yang diberikan kepada pihak 

'etiga - bukan merupakan pemberian hak atas tanah melainkan hanya sekednr 

enempati atau memakai tanah - terdapat datam Peraturan Daerah Tingkat II 

otamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 dan Keputusan Walikotamadya Kepala 

aerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1998. Apabila dilihat secara cermnt 

erhadap data-data yang dimuat dalam Dokumen Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat 

ijau) maka temyata tidak tcrdapat data meng~nai jenis hak atas tanah yang akan 

iperl)leh dan dikuasai oieh pihak ketiga. Hal ini jeJas membuktikan pihnk Ketiga 

laku pemegang Izin Pemakaian Tanah tidak memperoleh hak atas tanah waiaupun 

cara fisik tanah tersebut ditempati atau dipergunakan. Adapun data-data yang 

t rdapat dalam Dokumen Surat Izin Pemakaian Tanah memuat sebagai berikut: 

Nomor diterbitkannya surat izin dari Walikota Sunlbaya 

Nama dan ala.mat pemegang Izin Pemakaian Tanah (Pihak ketiga) 

c Dasar pemberian izin 

d Letak tanah 

e Peruntukan tanab 

f. Penggunaan tanah 

g. Lua~ tanah 

h. Masa berlakunya izin 

J. Memuat keterangan lain-lain 

Tidak diperolehnya hak atas tanah id membawa implikasi atau dampak 

te hadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga, dimana pihak pihak ketiga 

di adapkan pada posisi yang lemah, sehingga Pemerintah Kota Surabaya seketika 
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dapat mencabut Izin Pemakaian Tanah secaru sepilmk. Meskipun Pemerintah Kota 

Surabaya dapat mencabut Izin Pemakaian Tanah secara sepihak, bukan berarti 

Pemkot Surabaya bisa melakukan dengan sesuka hatinya, atau dengan kata lain 

Pcmkot Surabaya harus memperhatikan hukum tidak tertulis dalam Hukum 

Administrasi, yang Icbih dikenal dcngan istilah As~s-asas Umum Pemerintahan 

ang Baik (AUPB) . Dalam Bahasa Belanc!a dikenal dengan istilah A!gemene 

egil1.\'e/en van BellOOl'!ijk 13esluur (11/J13B) utau dalam Bahasa /nggris dikenal 

engan istilah The (;enera! Principle,'; (!f (iood Adminislraliol1 atau dalam BClIIO:.;(I 

Jerallcis dikcnal dengan istilah /,es Pril1cipes (ienerulix Du Droit COnillmil!r Public. 

-Iakckat dari AUPB adalah norma pemcrintahan dan merupakan hukum tidak tertulis 

:mg Illcn:pakan hasil recluvinding dun tidak idcntik dengan hukum adat. Selain itu. 

UPB lahir dari praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah dan putusan 

engadilan. Unsur-unsur AUPB adalah asas pertimbangan, as"s kecermatan, asus 

epa')tian hukum. asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang tcluh 

itimbulkan, as as persamaan, asas keseimbangan, asas kewenangan, asas filiI' play, 

I ran6an bertindak sewenang-wenang. larangun pt!nyalahgunaan wewemtng. 

ari pcrnyataan tersebut diatas, AUpa sccara komprehcnsif sebagai bcrikut : 

a AUPB merupakan nilai-Ililai etik yang hidup dan berkembang dalam Iingkungan 

Hukum Administrasi 

b AUPB berfungsi sebagai pcgangan bagi pcjabat administrasi daIam menjalankan 

fungsinya merupakan alat uji bagi hHkim dilingkungan peradiJan tata usah~ ncgara 

dalam mcnilai tindakan pejabat yang berwujud penetapan atau beschikking dan 

sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak nenggugat 

c. Sebagian besar AUPB merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan 

dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. 

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan dituangkan 

dalam hukum positif. 

AUPB di Belanda terdapat dalam yurisprudensi AROB (Peradilan Administrasi 

BeJanda) sebagaimana dikutip oleh Phi/ipus lvi Hac{jon,disebutkan unsur-unsur 

AUPB adaJah : 

] . Asas pertimbangan (11lotivering beginsel) 
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2. Asas kecermatan (Zorgvuldigheidsbegil1sel) 

J. Asr.s kepastian hukum (rechl:ekerheidheginsel) 

-I. "sas kcpercayaan ~tau asas mellanggapi harapan yang telah ditimbulkan 

(ver/rouwenheginse! o./begimoe! opgewei<le verwac/ttillgen) 

5. Asas persamaan (gelijklzeid'ibegill.\'e/) 

6. Asas keseimbangan (evenwiclheidsbeginsel) 

7. A5as kewenangan (bevoegdlleid"beJ!,insel) 

8. Asas fair play (beginsel VUIl jiJiI1J/ay) 

9. Larangan "detournement de pouvoir" (hel verhod vun detournement de 

po uvoir) 

I J. Larallgan bertindak sewenang-wenang (liel verbod vall willekeur) 

Pcmyataan tcrsebut di atas apabila diunalisa berdasarkan pendckatan hukum, 

penggunaan Ij in Pemakaian Tanah bertolak bclukang dengan hukum pcrtanahan 

nasioilal. Pcnerbitan Ijin Pemakaian Tanah ( yang Icbih dikenal dengan istilah Surat 

Hijau) tidak sah karena pemberian ijin pemakaian tanah tersebut tidak ada dasar 

hukumnya dalam hukum pertanahan nasional. Artinya tindakan penyerahan tanah 

Hak Pcngelolaan kepada pihak ketiga dcngall mcnggunakan ljin Pcmakai Tanah 

ncnyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan agraria nasional yaitu 

asaf ayat 1 ayat (1) Permendagri Nomor J Tahun 1977 jo Pasal 4 ayat (2) Permen 

graria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999. 

Ar.alisis pendekatan hukum tcrhadap pihak ketiga yang dalam menggunakan 

anah Hak Pengelolaan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan konsep perlindungan 

ukum bagi rakyat atas penggunaan kel(uasaan, sangat nampak bahwa pemberian 

zin Pemakaian Tanah atau Surat Hijau tidak cukup memberikan perlindungan hukum 

hususnya perlindu.'lgan hukum secafa preventifterhadap pemegangnya. 

Secara teoritik perlindungan hukum adalah suatu konsep perlindungan hukum 

aDg diberikan kepada individu atau masyarakat berkaitan dengan tindakan penguasa 

tau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan agar tidak bertindak sewenang­

enang. Hal ini bisa dijelaskan dalam bagan dibawah ini6: 

6 Phil pus M. Hadjoll, Pellganlar flllk"m AdmillislJ'asi /m/olll:sia (Introductioll To The Illdollt'.'Iia 
Admi islrarivl! Lall~. Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, 200 I, hal 28 
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sturen 

perlindungun hllkum 

perunsert<l 

Pada skcm8 diata<; nampak jelas hahwa penggunaan I~ekuasaan pcmerintahan 

mcrupakan bagian utama yang mcnjadi obyel~ studi Hukum Administrasi, nanlll;) 

disisi lain yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan partisipasi rakyat 

cisamping perlindungan hukum. Oalam hal ini jelas bahwa penggunaan 

kekuasaan pemerilltah tidak dapal dilcpaskan dari persoalan bagaimana rakyat 

memperoleh perlindungan hukum. Oalam hul ini perlu diperoleh kepastian bahwu 

penggunaan kekuasaan oleh p..:merintah teJah ditetapkan batas-batasnya. 

Dcmildan juga, jika terjadi pelanggaran atas batas-batas yang ditetapkan , maka 

ada upaya hukum bagi rakyat untuk mcmpcrtahankan pelanggaran hak tersebut. 

Disisi lain, kcikutsertaan rakyat dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan 

penggunaan kekuasaan oleh pemerintah akan memberikan kontribusi yang 

penling dalam upaya mendemokratisasikan penggunaan kekuasaan. Bent~k upaya 

hukum dalam hubungannya dengan dcmokratisasi pengambilan keputusan 

dijelaskan oJ,eh Philipu~' M. Hadjon sebag~i berikut : dalam konsep demokrasi 

rakyat mempunyai hak untuk ikut memutus (medebeslissingsrecht) daJam proses 

pengambiIan keputusan pemerintahan (besluilvormingsproces). Pelaksanaan 

keikutsertaan rakyat disini banya bisa terjadi jika ada keterbukaan pemerintah. 

Dalam hal pembuatan keputusan pemerintah, maka harus ada keterbukaan 

prosedur. Keterbukaan prosedur memungkinkan masyarakat untuk : 

1. meeweten (ikut mengetahui); 

2. meecienken (ikut memikirkan)-meespreken (bermusyawarah); 
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3. meebeslissen (ikut memutus dalam rangka pelaksanaan hak 

medebeslissingsrechl-hak untuk ikut memutusf 

Upaya hukum disatu sisi berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum 

bagi rakyat atas penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. PersoaIan hukum bagi 

rakyat ini, Philipus M. Hadjon mengemukakan dua (2) konsep perlindungan hukum, 

aitt. I)crlindungan hukum sccara preventif dan perlindungan hl1kurn sccaru 

rcprcsif.8 Dalam uekade saat ini, Wtlcanallya lebih dikenal dengan perlindllngan 

Uklllll sccnra non yudiciil dan pcrlindungan hukum sccara yudiciil. Pcrlindlll1gan 

lUkum sccara prevcntif atau non yudiciil adaluh pcrlindungan hllkum yang bcrtujuan 

ntuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini bisa diwujudkan dalum 

)entuk pcmberian hak kepada rakyat atau warga untuk mengajukan keberatan 

imipraak) atau memberikan pendapat terhadap keputusan pemerintah sebelum 

eplJtusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Dalum pemikiran Slelillga upaya 

ukum seperti ini disebut alaI hukum hiasa (gewoon reclzlsmiddel). Perlindungan 

ukum secara reprcsif atau yudiciil adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk 

nenyelesaikan sengketa. Sarana -yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikall 

cngkcta ini dalam sistcm hukum kila tcrdapal duu(2) jalur, yaitu mclalui Pcradilan 

mum dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Mititer khusus untuk menangani 

eputusan tata us aha negara militer). Memperhatikan instrumen yang dimungkinkan 

alam upaya memperoleh perlindungan hukum tersebut, dalam konsep Slelinga 

isebut scbagai !lpaya hukum dalam bentuk alat hukum "'uar hiasa" rbuilef1gewooll 

1 c!ztsmiddel) 

Apabila Surat Hijau di Kota Surabaya dikaitkan dengan konsep perlindungan 

ukum, disitu nampakjelas bahwa pemberian Ijio Pemakai Tanah (Surat Hijau) tidak 

kup memberikan perlindungan hukum bagi warga Surabaya khususnya 

rlindungan hukum secam preventif. Hal ini dikarenakan rakyat atau warga 

ususnya pemegang Ijin Pemakaian Tanah tidak diberikao kesempatan untuk 

7 Phili us M.Hadjon, Keterbukaan Pemerintahan Oalam Mewujudknn Pemerintahan Yang Demokratis, 
Surab ya, Pidato I1miah ,Lustrum UBHARA, Surabaya,hal 8 
Bphili us M.Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Bina llmu. Surabaya, 1987, hal l. 
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engajukan keberatan atau memberikan pendapatnya apabila Ijin Pemakaian Tanah 

ersebut dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

13erkaitan dengan perlindungan hukum secara represif, yang menjadi 

ersoalan adalah didalam praktek menunjukkan penyelesaian sengketa pertanahan 

nelalui jalur peradilan baik peradilan umum mdupun peradilan tata usaha negara ada 

nggapan dari masyarakat bahwa mekanisme peradilan sangat lama, berbelit-belit, 

iaya mahal, tidak transparan dan hasil kurang memuaskan. Dengan demikian, bisa 

aja Pcmerintah Kota Surabaya mcngabaikan status kepemilikan bangunan yang 

imiliki olch pihak ketiga selaku pcmegang ijin dan hal ini menyimpang dari asus 

cmisahan yang dianut UUPA. Dcngan demikian pemilik bangunan yang berdiri 

iatas Hak Pengelolaan dengan menggunakan Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau) 

idak cukup memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan terhadap 

angunan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dicabutnya Ijill 

cmakaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
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K intpulan 

BABVI 

KESlMPULAN 

egang Hak Pengelolaan (HPL) dapat menggunakar. dan memanfaatkan tanahnya 

untuk keperluannya sendiri maupun diserabkan bagian-bagian tertentu kepada pihak 

keti 'a datam penggunaan dan pemanfaatannya. Pihak ketiga dapat melakukan perjanjian 

den an pemegang Hak Pengelolaan yang seianjutnY3 clap at memohon Hak Guna 

Ban 'unan (HG8) atau Hak Pakai (HP) selama jangka waktu tertentu diatas tanah Hak 

Pen 'clolaan (HPL). Namun ,apabiJa pihak Ketiga tidak berkehendak untuk mendapatkan 

hak atas tanah diatas tanab Hak Penge\olaan hanya didasarkan kepada akta perjanjian 

not riil mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Bangunan yang didirikan 

oJe pihak ketiga diatas tanab Hak Pengelolaan (HPL) adalah milik pihak ketiga sendiri 

ber asarkan asas pemisahan horisontal. Namun pemberian Ijin Pemakaian Tanah (surat 

hija ) tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. 
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